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Isi Berita:

Fokus Jateng- BOYOLALIL- Pemkab Boyolali membangun ratusan sumur resapan, untuk
itu Pemkab pun menyiapkan anggaran hingga Rp 2 miliar. Ratusan sumur resapan itu untuk
antisipasi bila terjadi krisis air akibat musim kemarau berkepanjangan.

“Program pembuatan sumur berlanjut tahun ini,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Boyolali, Suraji, Selasa 26 Maret 2024.

Dijelaskan, dinas mengalokasikan Rp 1 miliar ditambah dana tanggung jawab sosial dan
lingkungan (TJSL) Perumda Air Minum Tirta Ampera senilai Rp 1 miliar. Total anggaran
untuk program sumur resapan mencapai Rp 2 miliar.

“Sebisa mungkin didistribusikan ke seluruh daerah. Tapi mungkin tidak semua
mendapatkan, kami tetap terapkan prioritas,” katanya.

Menurut Suraji, program itu akan dianggarkan bertahap ditiap tahunnya. Pembuatan satu
sumur resapan dianggarkan Rp 13 — Rp 15 juta. Sehingga jumlah sumur resapan yang akan
dibuat sekitar 133 sampai 153 titik.

Selain menampung air hujan sehingga menambah air tanah, sumur resapan ini akan
mengurangi run off atau potensi banjir. Sedangkan DLH bisa menerapkan fungsi biophori.
Yakni membuat sumur kecil yang diberi dedaunan maupun sampah organik yang bisa
menjadi kompos

Sumur resapan ini juga bertujuan untuk menambah cadangan air tanah. Pembuatan sumur

resapan akan ditempatkan di daerah-daerah yang memiliki banyak sumur. Dia berharap, isu
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lingkunyan di Boyolali teratasi. Yakni, ketersediaan air, penanganan sampah dan alih
fungsi lahan.

”Ini sebenarnya respon kami karena Boyolali kerap kekurangan air. Hanya perbaikan kami,
titiknya harus akuntabel. Maka perlu kajian dan penelitian.” (**)

Sumber Berita:

1. https://www.fokusjateng.com/2024/03/26/ratusan-sumur-resapan-dibangun-di-boyolali/,
“Ratusan Sumur Resapan Dibangun di Boyolali”, tanggal 26 Maret 2024.

2. https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/844485395/mengenal-sumur-resapan-yang-akan-
dibangun-dlh-boyolali-dengan-anggaran-rp-2-miliar, “Mengenal Sumur Resapan yang
Akan Dibangun DLH Boyolali dengan Anggaran Rp 2 Miliar”, tanggal 26 Maret 2024.

Catatan :

e Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah
dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a) Belanja Daerah; dan
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27
ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara
lain b. belanja modal.

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
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yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
e Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

e A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai
berikut:

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat
untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
Daerah.

e D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok
belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan,
digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,
dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai
oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ataudikenal juga dengan istilah adalah Corporate
Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR
adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada
masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR
merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan
kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang

memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis
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dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi,
sosial dan lingkungan.!

e CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu
perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah
program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang
menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat
termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.?

e Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program
pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang
dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir
membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran
lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya. >

e Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2
Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak
spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib
tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan

kepatutan dan kewajaran.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi

! https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-
contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%
20pemangku%20kepentingan.

2 Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari
:https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-
contohnya, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

3 Ibid
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